




A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan bertujuan menciptakan 
kemakmuran lahir dan batin bagi segenap penduduk Indonesia. Upaya-Upaya 
untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun 
masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya 
“pembangunan”.1 Pembangunan nasional yang berkesinambungan sebagai upaya 
untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan dan diperhatikan 
pemerataan dibidang perekonomian dan keuangan. Hal ini sebagai upaya 
peningkatan taraf kehidupan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka 
kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat 
sektor perekonomian masyarakat yaitu dengan pemberian kredit.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi Kreditnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga”. 
Di era industrialisasi saat ini, Kredit merupakan hal yang tidak jauh dari 
kehidupan sehari-hari. Untuk berbagai kalangan masyarakat, baik masyarakat 
mampu maupun masyarakat kurang mampu, Kredit merupakan suatu solusi 
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untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat seperti : sandang, pangan, papan. 
Pelaku usaha membutuhkan modal untuk menunjang keberhasilan usahanya. 
Modal bisa berasal dari finansial pelaku usaha dan bisa berasal dari pinjaman 
dana bank. 
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh 
Santoso mengungkapkan kinerja intermediasi sektor perbankan tumbuh 9,92 
persen secara year-on-year (yoy) per akhir Juni 2019.
2
 Ini menunjukkan bahwa 
Pertumbuhan Kredit dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini diakibatkan 
semakin banyak kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu.  
Kredit berperan penting dalam meningkatkan perekomomian masyarakat. 
Dalam pemberian kredit, selalu didahului dengan adanya perjanjian antara 
Debitur dengan Kreditur. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah 
suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 
orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1320 syarat  sah suatu perjanjian adalah : 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang tidak dilarang. 
Perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dengan debitur adalah perjanjian 
pokok yang menyangkut hKredit-piKredit, dimana kreditur selaku pihak yang 
berpiKredit sedangkan debitur selaku pihak yang berhKredit, dan untuk lebih 
mengikat perbuatan hukum antara para pihak biasanya dibuatkan perjanjian 
secara autentik oleh Notaris. Perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak ini 
bisa secara Notaril dan bisa di bawah tangan.
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Bank sebagai Kreditur harus memiliki sifat kehati-hatian dalam melakukan 
pemberian kredit kepada Debitur. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perbankan: 
1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah 
Debitur untuk melunasi Kreditnya atau mengembalikan pembiayaan 
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 
2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Maka, dalam proses perkreditan Bank berpedoman pada prinsip-prinsip 
pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit bank: 
1. Penilaian (watak) 
2. Penilaian kemampuan (capacity) 
3. Penilaian terhadap moral (capital) 
4. Penilaian terhadap agunan (collateral) 




Salah satu prinsip perkreditan yang paling penting adalah 
Jaminan/agunan. Dalam kegiatan perkreditan yang terjadi di masyarakat dapat 
diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan 
Kredit oleh pihak Debitur kepada pihak Kreditur. Jaminan kredit akan 
mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan 
pelunasan kredit bila pihak Debitur cidera janji.
5
 Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,  
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“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur 
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah”. 
Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit, 
umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam 
perjanjian baku (standards contract). Perjanjian kredit bank bisa dibuat dibawah 
tangan dan bisa secara notarial.
6
  Sesuai dengan ayat Al Qur’an Q.S. Al Baqarah 
ayat 282-283: 
اَك ْمَُكنَْيب ُْبتَْكيْلَو ۚ ُهُوُبتْكَاف ى ًّ مَسُم ٍلََجأ َٰىِلإ ٍنْيَِدب ُْمتَْنياََدت اَِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي َْنأ ٌِبتاَك َْبأَي َلََو ۚ ِلْدَعْلِاب ٌِبت
 ُّقَحْلا ِهَْيلَع يِذَّلا ِِللُْميْلَو ُْبتَْكيَْلف ۚ ُ َّاللَّ ُهَمَّلَع اَمَك َُبتَْكي  ِهَْيلَع يِذَّلا َناَك ِْنَإف ۚ اًّئْيَش ُهْنِم ْسَخَْبي َلََو ُهَّبَر َ َّاللَّ ِقََّتيْلَو
 َش اوُدِهَْشتْساَو ۚ ِلْدَعْلِاب ُهُِّيلَو ِْللُْميَْلف َُوه َّلُِمي َْنأ ُعيَِطتَْسي َلَ َْوأ اًّفيِعَض َْوأ اًّهِيفَس ُّقَحْلا َْمل ِْنَإف  ْمُِكلاَجِر ْنِم ِنْيَديِه 
 َدِْحإ َر ِّكَُذَتف اَُمهاَدِْحإ َّلَِضت َْنأ ِءاََده ُّشلا َنِم َنْوَضَْرت ْن َّمِم ِنَاَتأَرْماَو ٌلُجََرف ِنَْيلُجَر َانوَُكي َْبَأي َلََو ۚ ٰىَرُْخْلْا اَُمها
 َٰىِلإ ا ًّرِيبَك َْوأ ا ًّريِغَص ُهُوُبتَْكت َْنأ اوَُمأَْست َلََو ۚ اوُعُد اَم اَِذإ ُءاََده ُّشلا  ِةَدَاهَّشِلل ُمَوَْقأَو ِ َّاللَّ َدْنِع ُطَسَْقأ ْمُِكل َٰذ ۚ ِِهلََجأ
 ٌحَانُج ْمُكَْيلَع َسَْيَلف ْمَُكنَْيب َاَهنوُريُِدت ًّةَرِضاَح ًّةَراَِجت َنوَُكت َْنأ َِّلَإ  اُوبَاتَْرت ََّلَأ َٰىنَْدأَو اَِذإ اوُدِهَْشأَو ۗ َاهُوُبتَْكت ََّلَأ
 َلََو ۚ ُْمتَْعيَاَبتۗ ُ َّاللَّ ُمُكُمِّلَُعيَو  َ َّاللَّ اُو َُّتاَو ۗ ْمُِكب ٌ وُُسف ُهَِّنَإف اُولَعَْفت ِْنإَو ۚ ٌديِهَش َلََو ٌِبتاَك َّراَُضي  ٌمِيلَع ٍء ْ َش ِّلُِكب ُ َّاللََّو  
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhKredit itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hKreditnya. Jika yang 
berhKredit itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
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seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hKredit itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu”. 
ا ِّدَُؤيَْلف ا ًّضَْعب ْمُكُضَْعب َنَِمأ ِْنَإف  ٌةَضُوبُْ َم ٌنَاهَِرف اًِّبتاَك اوُدَِجت َْملَو ٍَرفَس َٰىلَع ُْمتْنُك ِْنإَو ِقََّتيْلَو َُهَتناََمأ َنُِمتْؤا يِذَّل
 َر َ َّاللَّ ٌمِيلَع َنُولَمَْعت اَِمب ُ َّاللََّو ۗ ُُهبَْلق ٌِمثآ ُهَِّنَإف َاهُْمتَْكي ْنَمَو ۚ َةَدَاهَّشلا اوُُمتَْكت َلََو ۗ ُهَّب  
Artinya : 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiKredit). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hKreditnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
Jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan 
pengembalian dana bank yang diberikan kreditur kepada debitur. Tanah adalah 
salah satu benda tidak bergerak yang banyak dijadikan sebagai jaminan atas 
pelunasan Kredit. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 
pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah 





mendapatkan fasilitas kredit karena tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi 
dan selalu meningkat dari waktu kewaktu. 
7
Penggunaan hak atas tanah sebagai 
jaminan dalam pemberian kredit dikarenakan tanah mudah dijual, harganya 
selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan aman untuk dijadikan jaminan karena 
tidak mudah rusak dan mempunyai tanda bukti berupa sertifikat hak milik atas 
kepemilikan tanah.  
Hak atas tanah sebagai jaminan dalam perjanjian antara Kreditur dengan 
Debitur dapat diikatkan dengan menggunakan Hak Tanggungan. Berdasarkan 
Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan: 
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitandengan 
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan 
yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan Kredit 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”. 
Dalam proses pengikatan hak tanggungan terhadap perjanjian kredit, proses 
pembebanan Hak Tanggungan dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sebagai berikut: 
1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan Kredit tertentu, yang dituangkan di 
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian Kredit-
piKredit yang bersangkutan atau perjanjian lain-nya yang menimbulkan 
Kredit tersebut.  
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2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pem-buatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari 
konversi hak lama yang telah meme-nuhi syarat untuk didaftarkan akan 
tetapi pendaftaran-nya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan di-
lakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang 
bersangkutan. 
Dengan demikian, para pihak yaitu kreditur dan debitur setelah didahului 
dengan perjanjian kredit, dilakukan pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan 
yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT. 
Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-
lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan(APHT). Peran dan fungsi notaris sangat penting dalam membantu 
pemerintah serta pihak-pihak lain yang membutuhkan guna memberikan 
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam membuat akta autentik.
8
 
Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, maka Kantor Pertanahan akan 
menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai  dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 
penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul 
“TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PERJANJIAN KREDIT 
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Penelitian di Kantor 
Notaris/PPAT di Klaten)“ 
 
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 
Agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari sasaran yang 
hendak dicapai dan mendapat hasil yang optimal, maka penulis membatasi 
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penelitian  berkaitan dengan pembatasan wilayah penelitian yaitu Kantor 
Notaris/PPAT LAILI YUNIAR, S.H., MKn KLATEN)“ 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mempunyai rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan Hak Tanggungan? 
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan Hak Tanggungan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas,  maka 
peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Mengetahui proses pembebanan Hak Tanggungan dengan perjanjian kredit 
dengan jaminan Hak Tanggungan.  
2. Mengetahui tanggung jawab Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan hak tanggungan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas,  maka 
peneliti mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan  
dibidang ilmu hukum khususnya dibidang Perdata. 
b. Dapat memberikan tambahan pembendaharaan literature sehingga 
dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian mengenai hal yang 
sama. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan masyarakat maupun pembaca dapat mengetahui lebih jauh 
mengenai Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Perjanjian Kredit Dengan 





















Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUNo. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi Kreditnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
Bank sebagai Kreditur harus mempunyai sifat kehati-hatian dalam melakukan 
pemberian kredit kepada Debitur. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perbankan: 
1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank 
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau 
itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk 
melunasi Kreditnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 
yang diperjanjikan. 




Pembebanan Hak Tanggungan 
Akta Pemberian Hak 
Tanggungan 
Pendaftaran Hak Tanggungan 





2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Maka, dalam proses perkreditan Bank berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian 
kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit bank: 
1. Penilaian (watak) 
2. Penilaian kemampuan (capacity) 
3. Penilaian terhadap moral (capital) 
4. Penilaian terhadap agunan (collateral) 
5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (condition of economy) 
Dalam kegiatan perkreditan yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan 
bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan Kredit oleh 
pihak Debitur kepada pihak Kreditur. Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,  
“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada 
bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah”. 
Tanah adalah salah satu benda tidak bergerak yang banyak dijadikan sebagai jaminan 
atas pelunasan Kredit. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 
pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang 
dihak-inya. Hak Atas Tanah dapat diikatkan dengan Hak Tanggungan sebagai 
jaminan pemberian kredit. 
Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan Kredit tertentu, 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 





Berdasarkan Pasal 10 UU No, 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan , tata cara 
pemberian Hak Tanggungan sebagai berikut : 
(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untukmemberikan Hak 
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan Kredit tertentu, yangdituangkan di 
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjianKredit-piKredit 
yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan Kredittersebut. 
(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan AktaPemberian Hak 
Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang 
berlaku. 
(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yangberasal dari 
konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkanakan tetapi 
pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan 
dilakukanbersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang 
bersangkutan. 
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, disebutkan : 
(1) Didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan: 
a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; 
b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, danapabila di 
antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya haruspula 
dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal 
domisilipilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan 
Akta Pemberian HakTanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih; 
c. Penunjukan secara jelas Kredit atau Kredit-Kredit yang dijamin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1); 
d. Nilai tanggungan; 
e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. 






a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan 
untukmenyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau 
mengubah jangka waktusewa dan/atau menerima uang sewa di muka, 
kecuali dengan persetujuan tertulislebih dahulu dari pemegang Hak 
Tanggungan; 
b. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan 
untukmengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, 
kecuali denganpersetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak 
Tanggungan; 
c. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan 
untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek 
Hak Tanggunganapabila debitor sungguh-sungguh cidera janji; 
d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan 
untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu 
diperlukanuntuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi 
hapusnya ataudibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan 
karena tidak dipenuhi ataudilanggarnya ketentuan undang-undang; 
e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk 
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila 
debitorcidera janji; 
f. Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertamabahwa 
obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; 
g. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskanhaknya atas 
obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu 
daripemegang Hak Tanggungan; 
h. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruhatau 
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan 
untukpelunasan piKreditnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan 






i. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruhatau 
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan 
untukpelunasan piKreditnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; 
j. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyekHak 
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; 
k. Janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). 
Berdasarkan Pasal 13-14 UU No, 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan , 
dijelaskan: 
Pasal 13 
1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.  
2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penan-datanganan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 
bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.  
3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan 
menca-tatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak 
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang 
bersangkutan.  
4) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang 
di-perlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, 
buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.  
5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan 









1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan 
sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-
irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN 
YANG MAHA ESA”. 
3) Sertipikat Hak Tanggunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekeuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte 
Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. 
4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi 
catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 
5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada peme-gang Hak Tanggungan. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Normatif, 
yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka.
9
 Pada penelitian jenis 
ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 
yang merupakan patokan berperilaku manusia. Disini penulis melakukan 
penelitian terhadap proses pembebanan hak tanggungan terkait tanggung 
jawab Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan 
pada Kantor Notaris/PPAT di Klaten. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini 
adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif , karena penulis 
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bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau suatu gejala 
dalam penelitian dengan objek yaitu dengan bentuk Akta terkait tanggung 
jawab Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan 
pada Kantor Notaris/PPAT di Klaten. 
3. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor 
Notaris/PPAT LAILI YUNIAR, S.H., M.Kn di Klaten. 
4. Bentuk dan Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 
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Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa 
wawancara dengan Notaris/PPAT untuk memperoleh data-data yang 
diperlukan dalam penelitian. 
b. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan seperti buku-buku 
dokumen resmi, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam peneliti ini, penulis dalam menyusun mengunakan metode 
pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan 
cara penelitian kepustaaan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.
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 Metode ini 
digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara 
mencari, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin 
serta data sekunder yang berkaitan dengan objek yang dikaji. 
6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
metode analisis kualitatif dengan penalaran deduktif yaitu menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi 











Memadukan antara penelirtian lapangan yaitu proses 
pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit dengan penelitian 
kepustakaan dan perundang-undangan serta tanggung jawab Notaris/PPAT 
dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Menarik kesimpulan 
bahwa proses pembebanan hak tanggungan dan tanggung jawab 
Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang   
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah   
C. Tujuan Penelitian   
D. Manfaat Penelitian   
E. Kerangka Pemikiran  
F. Metode Penelitian   
G. Sistematika Penulisan   
BAB II TINJAUAN PUSTAKA   
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris/PPAT   
1. Pengertian Notaris   
2. Kewenangan Notaris   
3. Kewajiban Notaris   
4. Larangan Notaris  
5. Pengertian PPAT  
6. Tugas PPAT   
7. Kewenangan PPAT   
8. Larangan PPAT   
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit   
1. Pengertian Kredit   
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